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MUTASI 
KEPEGAWAIAN

BAGIAN I 

Mutasi adalah perpindahan tugas danlatau 

lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-
Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-

Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan 

Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara 
Indonesia di luar negeri serta atas permintaan 

sendiri.

DEFINISI

bkdjatengprov @bkdprovjateng @bkdjatengprov BKD Provinsi Jawa Tengah



DASAR KETENTUAN

Perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen PNS

PP 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020

Perka BKN 5 tahun 2019

03
Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

PermenPAN&RB 22 Tahun 2021
Pola Karier PNS

Perpres 116 Tahun 2022
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara

UU ASN tahun 2023
Aparatur Sipil Negara
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DASAR KETENTUAN

Perka BKN 7 Tahun 2023

SE Kepala BKN  7 Tahun 2024
Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi Dalam Rangka 
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai 
Aparatur Sipil Negara

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

Perka BKN 16 Tahun 2022
Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada 
Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah

SE Gubernur Jawa Tengah nomor 800.1.3/572 TAHUN 2025 
Pedoman Pelaksanaan Mutasi Internal dan Antar Organisasi 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah



Ruang Lingkup

Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana

Ruling Kedua
Mutasi Internal dan antar OPD

Ruling Pertama

Fokus pembahasan pada pertemuan kali ini pada 
bab Mutasi diantaranya adalah :
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Ruling Ketiga
Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana 
PNS



Mutasi Internal dan Antar OPD

I. Mutasi Internal dan 
Antar OPD

Mutasi Kurang 2 tahun dari riwayat Mutasi 
terakhir

01

02

03

06

Mutasi Hasil Lulus asesmen naik kelas

04 Mutasi dalam rangka Tour Of Duty tour of 
area

Mutasi hasil Hukdis05





Kebutuhan Organisasi

Prinsip Mutasi internal 
Pemprov Jateng

Pengalaman 

01

02

03

08

Kualifikasi Pendidikan

04 Rekam Jejak kinerja 

05 Integritas Pegawai

Kompetensi06



Setiap usulan mutasi, baik internal OPD 
maupun antar OPD, wajib memperoleh 

persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian 

(PPK) berdasarkan Pertimbangan Tim Penilai 
Kinerja PNS

Persetujuan PPK
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Mutasi internal dan antar OPD pada 
prinsipnya dapat diusulkan setelah PNS 

menjalani masa kerja jabatan dan unit kerja 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 
5 (lima) tahun sejak TMT mutasi terakhir 

sebagaimana tercatat pada riwayat SIASN 

BKN, namun PNS dapat diusulkan mutasi 
kurang dari 2 (dua) tahun sesuai dengan 

ketentuan.

Ketentuan khusus Mutasi 
internal
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Ketentuan khusus Mutasi 
internal
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Usul Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan 
Pelaksana Juga memiliki periodesasi sebagaimana terlampir pada 

Edaran



Mutasi Internal  dan antar OPD 
Pemprov Jateng

KETENTUAN



Mutasi Internal dan antar OPD 
Pemprov Jateng (reguler)

Telah melaksanakan tugas jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan 
dan unit organisasi terakhir berdasarkan TMT mutasi terakhir pada Riwayat 
SIASN BKN
Surat usul yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala OPD Pengusul 

(asal) Kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Surat pernyataan ketersediaan formasi dan kesediaan menerima dari OPD 
Tujuan untuk mutasi antar OPD 

Tidak sedang menjalani Tugas Belajar

Setiap unsur Penilaian Evaluasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit 
bernilai “baik” Kepegawaian

Peta jabatan terkini yang sesuai dengan data ketersediaan formasi pada SIASN 
Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN BKN dan ditandatangani secara 
elektronik oleh Kepala OPD Pengusul (asal) dan/atau Kepala OPD tujuan;



Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 
periode usul mutasi berjalan

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang 
atau berat selama periode usul mutasi berjalan

Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan

Tidak sedang menjalani penugasan di luar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah

Untuk jabatan fungsional, ketersediaan formasi pada SIASN perencanaan wajib 
sesuai dengan rekomendasi formasi dari Menteri PAN&RB

Mutasi Internal dan antar OPD 
Pemprov Jateng (reguler)



Untuk mutasi hasil lulus asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana PNS 
berlaku tambahan persyaratan berikut :

1.Surat Pengumuman hasil akhir asesmen kenaikan kelas jabatan 

pelaksana PNS dari BKD Provinsi Jawa Tengah;

2.Sertifikat kelulusan hasil asesmen kenaikan kelas jabatan 

pelaksana PNS

Mutasi Internal dan antar OPD 
Pemprov Jateng (hasil lulus asesmen)



Mutasi kurang dari 2 (dua) tahun

Referensi

Pasal 8 ayat (2) Permenpan Pola Karier menyebutkan idealnya mutasi dapat dilakukan paling 
sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun

Berdasarkan Diskresi Kepala BKN yang disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan 
Digitalisasi Manajemen ASN pada kegiatan Sosialisasi Automasi Aplikasi I-MUT tanggal 4 Juli 2025
Mutasi Kurang dari 2 (dua) tahun diizinkan, sepanjang dilampiri dengan SPTJM dari PPK
Sehingga pada saat proses usul aplikasi I-MUT, tidak akan ditolak oleh sistem, sepanjang 
melampirkan berkas dimaksud



Khusus untuk mutasi internal OPD dan antar OPD kurang dari 2 (dua) tahun dari Riwayat mutasi 
terakhir berlaku tambahan persyaratan wajib sesuai permintaan aplikasi I-MUT BKN, sebagai 
berikut :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangani secara 
elektronik/manual oleh Kepala OPD Pengusul (asal) (dapat berbentuk nominatif kolektif dan 
materai dapat berbentuk elektronik/konvensional) untuk mutasi internal dan antar OPD; 

2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangani secara 
elektronik/manual oleh Kepala OPD Penerima (dapat berbentuk nominatif kolektif dan 
materai dapat berbentuk elektronik/konvensional) apabila PNS diusulkan mutasi antar OPD

3.Nota dinas kajian yang menyatakan urgensi mutasi PNS yang diusulkan kurang dari 2 
(tahun) dari riwayat TMT mutasi terakhir yang ditandatangani oleh Kepala OPD Pengusul 
(asal) ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah 
berdasarkan pertimbangan khusus yang telah ditentukan dalam edaran ini;

  4. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan                   
      mutasi kurang dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
  5. SPTJM Gubernur.

Mutasi Internal dan antar OPD Pemprov 
Jateng (Kurang dari 2 tahun)



Ketentuan mutasi internal dan 
antar OPD kurang dari 2 tahun

Pengisian jabatan yang lowong dan strategis,  Pelaksanaan 
program prioritas yang membutuhkan kompetensi tertentu, 
dan Kondisi layanan publik yang berpotensi terganggu 
apabila tidak segera dilakukan penempatan pegawai.

Pembentukan Uker Baru, Habus Gabung Unit, 
Penyesuaian Nomenklatur Tugas dan Fungsi

Kebutuhan organisasi mendesak

Perubahan Struktur Organisasi
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Pegawai tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan optimal berdasarkan 
evaluasi kinerja, Hasil asesmen kompetensi menunjukkan pegawai lebih sesuai 
ditempatkan pada jabatan lain; atau ditemukan ketidaksesuaian antara kompetensi 
pegawai dengan tugas jabatan saat ini

1. Kondisi Kesehatan PNS;
2.Perubahan keadaan pribadi atau keluarga yang mendesak;
3.Keamanan pribadi atau ancaman terhadap keselamatan
4.Alasan khusus lainnya atas persetujuan Gubernur selaku PPK

Hasil Evkin dan asesmen kompetensi

Alasan Khusus Lainnya
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Ketentuan mutasi internal dan 
antar OPD kurang dari 2 tahun



Persyaratan mutasi dalam satu instansi 
kurang dari 2 tahun (Part 1)

Wajib 
• Semua persyaratan yang berlaku pada proses mutasi internal dan antar OPD dilengkapi, kecuali ketentuan telah 

melaksanakan 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir - tidak berlaku
• SPTJM OPD Asal dan/atau Tujuan (jika mutasi antar OPD);
• Nota Dinas Kajian urgensi dari OPD Pengusul;
• SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang 

dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
• SPTJM Gubernur

Tambahan yang bersifat wajib

1. Kebutuhan organisasi mendesak
• Analis kebutuhan formasi jabatan khusus dalam rangka mendukung kinerja organisasi/program prioritas nasional dan 

Gubernur, yang dituangkan dalam Nodin Kajian Urgensi dari OPD Pengusul

2. Perubahan SOTK
• Pergub SOTK terbaru;
• Kepgub Peta Jabatan Terbaru;
• Berlaku ketentuan Staffing ASN yang term and conditionnya disampaikan pada saat proses usul Staffing berlangsung oleh 

BKD



Persyaratan mutasi dalam satu instansi 
kurang dari 2 tahun (Part 2)

Wajib 
• Semua persyaratan yang berlaku pada proses mutasi internal dan antar OPD dilengkapi, kecuali ketentuan telah 

melaksanakan 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir - tidak berlaku
• SPTJM OPD Asal dan/atau Tujuan (jika mutasi antar OPD);
• Nota Dinas Kajian urgensi dari OPD Pengusul;
• SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang 

dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
• SPTJM Gubernur

Tambahan yang bersifat wajib

3. Hasil Evaluasi Kinerja dan Asesmen Kompetensi
• SKP menunjukan predikat kinerja dibawah Baik (Cukup, Kurang, Sangat Kurang) paling sedikit dalam 1 tahun terakhir - 

untuk kategori Hasil evaluasi kinerja PNS tidak optimal dan dalam rangka pembinaan sikap perilaku PNS;
• Hasil asesmen kompetensi dari Upenkom BKD - untuk kategoril hasil asesmen Kompetensi dalam rangka 

menempatkan pegawai sesuai dengan Potensi dan kompetensi nya.



Persyaratan mutasi dalam satu instansi 
kurang dari 2 tahun (Part 3)

Wajib 
• Semua persyaratan yang berlaku pada proses mutasi internal dan antar OPD dilengkapi, kecuali ketentuan telah 

melaksanakan 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir - tidak berlaku
• SPTJM OPD Asal dan/atau Tujuan (jika mutasi antar OPD);
• Nota Dinas Kajian urgensi dari OPD Pengusul;
• SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang 

dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
• SPTJM Gubernur

Tambahan yang bersifat wajib

4. Alasan Khusus Lainnya

• Surat Keterangan Medis

4a. Kondisi Kesehatan

4b. Perubahan keadaan pribadi atau keluarga yang mendesak
• Surat Keterangan Medis, jika itu keluarga sakit keras dan diharuskan untuk merawat keluarga atau apabila dalam rangka 

program hamil, dll;
• Surat keterangan lain yang resmi apabila kondisi tersebut berkaitan dengan finansial, atau kategori lain yang mendesak



4c. Keamanan pribadi atau ancaman terhadap keselamatan
• Evidence objektif berupa bukti visual, atau dokumen yang menunjukkan lokasi kerja tidak aman bagi keselamatan yang 

bersangkutan, dan bukti tersebut harus mendapat persetujuan Kepala OPD;

4d. Alasan Khusus Lainnya atas Persetujuan Gubernur
• Evidence objektif berupa bukti visual, atau dokumen yang menunjukkan alasan yang bersangkutan mengajukan pindah, 

dan atas petunjuk Gubernur, bisa untuk mutasi naik kelas jabatan pelaksana bagi PNS yang belum 2 tahun dari riwayat  
mutasi terakhir.



Mutasi Dalam rangka tour
of duty tour of area

Proses mutasi ini ditujukan bagi pegawai yang telah 
melaksanakan tugas pada jabatan dan/atau unit kerja 
terakhir paling singkat 2 (dua) tahun, dan paling lama 5 
(lima) tahun, artinya dalam range waktu tersebut PNS 
memasuki masa ideal untuk dilakukan penyegaran 
organisasi, untuk menghindari :

1. Kejenuhan bekerja PNS;
2.Mengurangi tingkat stress PNS;
3.Mencegah lahirnya mafia layanan;
4.Meningkatkan kinerja organisasi.

Masa kerja pada jabatan dan/atau unir 
kerja terakhir
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Persyaratan Mutasi Dalam rangka tour
of duty tour of area
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Mutasi Karena Hukdis

Mutasi PNS akibat keputusan Hukuman 
Disiplin
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Mutasi Internal OPD 

PNS Mengajukan 
Mutasi/berdasarkan 

kebutuhan organisasi

Kepala OPD mengusulkan 
PNS yang akan dimutasi 

lengkap dengan persyaratan

BKD melakukan 
Verval

Penyampaian Usul Perencanaan 
mutasi kepada TPK/Baperjakat 

PNS Instansi

BA 
Pertimbangan 
TPK/Baperjakat

BKD 
menyampaikan BA 

TPK kepada 
Gubernur selaku 

PPK

Gubernur 
memberikan 
persetujuan

BKD Proses Input 
di I-MUT

Validasi otomatis I-MUT

Kepala BKN 
menerbitkan 

rekom/pertek otomatis 
melalui email PPK

SK mutasi yg di TTE 
oleh PPK terbit 

melalui I-MUT, sistem 
akan auto update 

pada riwayat jabatan 
SIASN BKN

Notes : Mutasi hasil lulus asesmen naik kelas proses juga sama seperti 
diatas



Kepala OPD asal 
mengajukan surat 

permohonan kesediaan 
menerima kepada OPD 

Tujuan

Mutasi Antar OPD

PNS Mengajukan 
Mutasi

Kepala OPD Tujuan 
menerbitkan surat 

kesediaan 
menerima mutasi 

PNS

Kepala OPD asal 
menerbitkan surat usul 

sekaligus kesediaan 
melepas Kepada 

Gubernur cq. BKD

BKD melakukan 
Verval

Penyampaian Usul Perencanaan 
mutasi kepada TPK/Baperjakat 

PNS Instansi

BA 
Pertimbangan 
TPK/Baperjakat

BKD 
menyampaikan BA 

TPK kepada 
Gubernur selaku 

PPK

Gubernur 
memberikan 
persetujuanBKD Proses Input 

di I-MUT

Validasi otomatis I-MUT

Kepala BKN 
menerbitkan 

rekom/pertek otomatis 
melalui email PPK

SK mutasi yg di TTE 
oleh PPK terbit 
melalui I-MUT, 

sistem akan auto 
update pada riwayat 
jabatan SIASN BKN

Notes : Mutasi hasil lulus asesmen naik kelas proses juga sama seperti 
diatas



Mutasi Internal OPD Kurang dari 2 (dua) 
tahun

PNS Mengajukan 
Mutasi/berdasarkan 

kebutuhan organisasi

Kepala OPD mengusulkan PNS yang 
akan dimutasi lengkap dengan 

persyaratan mutasi internal + SPTJM 
Kepala OPD + Nota dinas Kajian urgensi 

mutasi kurang dari 2 tahun

BKD melakukan 
Verval

Penyampaian Usul Perencanaan 
mutasi kepada TPK/Baperjakat 

PNS Instansi

BA 
Pertimbangan 
TPK/Baperjakat

BKD 
menyampaikan BA 

TPK kepada 
Gubernur selaku 

PPK

Gubernur 
memberikan 
persetujuan  

sekaligus 
menerbitkan 

SPTJM Gubernur 
atas dasar SPTJM 
dan kajian Kepala 

OPD pengusul 
apabila disetujui 
oleh Gubernur

BKD Proses Input 
di I-MUT

Validasi otomatis I-MUT

Kepala BKN 
menerbitkan 

rekom/pertek otomatis 
melalui email PPK

SK mutasi yg di TTE 
oleh PPK terbit 

melalui I-MUT, sistem 
akan auto update 

pada riwayat jabatan 
SIASN BKN



Kepala OPD asal 
mengajukan surat 

permohonan kesediaan 
menerima kepada OPD 

Tujuan

Mutasi Antar OPD kurang dari 2 (dua) tahun

PNS Mengajukan 
Mutasi

Kepala OPD Tujuan 
menerbitkan surat 

kesediaan menerima 
mutasi PNS + SPTJM 
mutasi kurang dari 2 

tahun dari OPD Tujuan

Kepala OPD asal menerbitkan 
surat usul sekaligus kesediaan 
melepas Kepada Gubernur cq. 

BKD + SPTJM OPD asal + 
Nodin Kajian kepada Gubernur

BKD melakukan 
Verval

Penyampaian Usul Perencanaan 
mutasi kepada TPK/Baperjakat 

PNS Instansi

BA 
Pertimbangan 
TPK/Baperjakat

BKD 
menyampaikan BA 

TPK kepada 
Gubernur selaku 

PPK

Gubernur 
memberikan 
persetujuan + 

SPTJM Gubernur 
atas dasar SPTJM 
Kepala OPD asal 

dan Tujuan

BKD Proses Input 
di I-MUT

Validasi otomatis I-MUT

Kepala BKN 
menerbitkan 

rekom/pertek otomatis 
melalui email PPK

SK mutasi yg di TTE 
oleh PPK terbit 
melalui I-MUT, 

sistem akan auto 
update pada riwayat 
jabatan SIASN BKN



TEMPLATE SURAT USUL MUTASI INTERNAL 
KEPADA GUBERNUR



TEMPLATE SURAT PERMOHONAN DARI OPD ASAL TENTANG 
KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA 



TEMPLATE SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA
DARI OPD TUJUAN, UNTUK MUTASI ANTAR OPD 



TEMPLATE SURAT USUL DAN KESEDIAAN MELEPAS DARI OPD ASAL UNTUK MUTASI ANTAR OPD 



TEMPLATE SPTJM KEPALA OPD PENGUSUL UNTUK MUTASI INTERNAL KURANG DARI 2 TAHUN



TEMPLATE SPTJM KEPALA OPD ASAL UNTUK MUTASI ANTAR 
OPD KURANG DARI 2 TAHUN



TEMPLATE SPTJM KEPALA OPD TUJUAN UNTUK MUTASI ANTAR 
OPD KURANG DARI 2 TAHUN



Format nodin, dibebaskan, yang terpenting memuat urgensi, alasan 
objektif, analisis keseluruhan, dan penjelasan terkait usul mutasi 

kurang dari 2 tahun PNS yang diusulkan.

Ketentuan Format Nodin Kajian 
Urgensi Mutasi Kurang 2 tahun dari 
OPD Pengusul
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Administrasi

II. Asesmen Kenaikan Kelas 
Jabatan Pelaksana

Tahapan asesmen yang dilakukan BKD sebagai bagian dari 
akuisisi talenta internal untuk menentukan pegawai yang 
layak menduduki kelas jabatan pelaksana yang lebih tinggi,

39

CAT Potensi

Wawancara Kikom

Wawancara peserta dengan User 
OPD



Persyaratan ikut Asesmen 
Kenaikan Kelas Jabatan 
Pelaksana
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Asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana Internal OPD

PNS Peserta asesmen Kepala OPD mengusulkan 
PNS yang akan asesmen 

lengkap dengan persyaratan

BKD melakukan 
Verval

BKD  menyampaikan  pengumuman  
pelaksanaan  asesmen  periode  berjalan dan 

peserta memenuhi syarat  kepada  OPD 
pengusul ;

Peserta melaksanakan tes :
1. Wawancara Kikom;
2.Talent Growth Interview/wawancara 

Peserta dengan calon user;
3.CAT Potensi (bagi yang belum memiliki 

riwayat CAT)

Rapat penentuan kelulusan 
oleh Tim Panitia BKD

Pengumuman
 Kelulusan

Sertifikat Kelulusan 
terbit (berlaku 2 

tahun sejak 
diterbitkan)

OPD dapat mengusulkan 
mutasi naik kelas PNS 
yang dinyatakan lulus, 

sesuai ketentuan mutasi 
INTERNAL OPD



Kepala OPD asal 
mengajukan surat 

permohonan kesediaan 
menerima kepada OPD 

Tujuan

PNS Mengajukan 
Mutasi

Kepala OPD Tujuan 
menerbitkan surat 

ketersediaan formasi dan 
kesediaan menerima mutasi 

naik kelas PNS antar OPD dan 
Surat Penunjukan supervisi 

talent Growth (SURAT 
Kesediaan menerima didapat 

didepan pada saat usul 
asesmen dari OPD asal)

Kepala OPD asal 
mengusulkan usul 
asesmen naik kelas 
antar OPD bersama 
berkas kelengkapan

BKD melakukan 
Verval

Asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana Antar OPD

BKD  menyampaikan  pengumuman  
pelaksanaan  asesmen  periode  berjalan dan 

peserta memenuhi syarat  kepada  OPD 
pengusul ;

Peserta melaksanakan tes :
1. Wawancara Kikom;
2.Talent Growth Interview/wawancara 

Peserta dengan calon user;
3.CAT Potensi (bagi yang belum memiliki 

riwayat CAT)

Rapat penentuan kelulusan 
oleh Tim Panitia BKD

Pengumuman
 Kelulusan

OPD dapat 
mengusulkan mutasi 
naik kelas PNS yang 

dinyatakan lulus, 
sesuai ketentuan 

mutasi ANTAR OPD

Sertifikat Kelulusan 
terbit (berlaku 2 

tahun sejak 
diterbitkan)



Pengangkatan Jabatan Pelaksana PNS bagi 
PNS yang :

1. Hasil Mutasi Masuk dari Instansi Luar 

Pemprov. Jateng;
2.Kembali dari CLTN;

3.CPNS yang telah diangkat menjadi PNS

III. Pengangkatan Dalam 
Jabatan Pelaksana pNS

43
Notes : Tidak ada Periodesasi, bisa diusulkan setiap saat, dan tepat waktu



PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA 
HASIL MUTASI MASUK PEMPROV 

JATENG



PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA 
SETELAH MENJALANI CLTN



PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA 
CPNS YANG DIANGKAT PNS



Periodesasi Usul dan Pelaksanaan



Periodesasi Usul dan Pelaksanaan



Ketentuan lain-lain sesuai SE

49

Usulan mutasi dan asesmen yang belum terproses agar 

Diusulkan Kembali, sesuai Periode Mutasi dan usul asesmen

Terhitung mulai 1 Januari 2026 



Penutup

50

Penjelasan terkait mekanisme Penginputan pada Platform digital Khusus 
usul mutasi internal dan antar OPD akan diberitahukan lebih lanjut



TERIMA
KASIH

Selesai
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